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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, dilaksanakan dalam 

rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya untuk 

meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri.  

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian 

rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar 

bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang 

bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 

pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan 

mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, keterkaitan itu tidak 

hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan 

sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan 

pengusaha, pemerintah dan masyarakat.  

Hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum yang 

berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan buruh dan 

buruh, buruh dan pengusaha.
1
 Outsourcing  dalam bidang 

ketenagakerjaan diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu  perusahaan, melalui 

perusahaan penyedia atau pengerah tenaga kerja, ini berarti ada 
                                                             

1
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perusahaan yang secara khusus melatih atau mempersiapkan, 

menyediakan mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentingan 

perusahaan lain dan perusahaan inilah yang mempunyai hubungan 

kerja secara langsung dengan buruh atau pekerja yang 

dipekerjakan. Outsourcing terbagi atas dua suku kata out dan 

sourcing.  Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab 

keputusan kepada orang lain.
2
 Outsourcing dalam bahasa 

Indonesia berarti alih daya, dalam dunia bisnis dapat di artikan 

sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya 

non-core atau penunjang suatu perusahaan kepada perusahaan lain 

melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa 

pekerja atau buruh.
3
 

Dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing, 

akan tetapi dalam praktek outsourcing dimaksud dalam 

Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini 

dikenal dalam 2 bentuk, yaitu pemborongan dan penyediaan 

pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 

65, dan Pasal 66, sedangkan outsourcing secara implisit 

diebutkan dalam pasal 64 yang isinya sebagai berikut : 

“perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lainya melalui perjanjian 

                                                             
2
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com/read/2013/04/26/11011484/135.000.Buruh.Akan.Tolak.Upah.Murah, (diakses 

pada tanggal 12 -07-2017 pukul 09:35). 
3
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pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 

yang di buat secara tertulis”.
4
 

Perjanjian kerja di sebuah perusahaan idealnya melindungi 

kepentingan pihak yang terkait di dalam perjanjian karena sebuah 

perjanjian semestinya di buat berdasarkan hasil kesepakatan antara 

kedua belah pihak, karena ini menyangkut hak dan kewajiban 

kedua belah pihak 

Namun PT. Matualplus Global Resources menerapkan 

perjanjian yang mensyaratkan para pekerjanya untuk menitipkan 

ijazah sebagai jaminan kerja. Jika dilihat dari segi pekerja, dalam 

Hukum Islam perjanjian kerja adalah bentuk transaksi “awadah” 

yaitu transaksi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan 

adanya imbalan.
5
 Seorang pekerja berjanji untuk bekerja pada 

majikan dan majikan tersebut menyediakan pekerjaan dan 

upahnya, sehingga antara keduanya terjadi hubungan kerja, 

perjanjian kerja ini dalam Syariat Islam di golongkan kepada 

perjanjian sewa menyewa atau al-ijarah, yang tujuannya ialah 

untuk menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan 

untuk menghindari nafsadat.  Dalam perjanjian kerja, apabila 

terjadi penyesalan yang di alami oleh salah satu pihak yang 

melakukan perjanjian maka perlu adanya aturan tentang jaminan. 

Sesuai dengan Fiqih Islam memberikan jaminan dengan 

menyerahkan benda bernilai yang dimilikinya dapat dipergunakan 

                                                             
4
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5
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dalam melakukan berbagai aktifitas masyarakat. Diantara aktifitas 

masyarakat tersebut yaitu jaminan yang diterapkan di pegadaian 

serta jaminan yang diterapkan oleh perusahaan. Pengalihan 

tanggung jawab untuk melakukan tindakan penjaminan terhadap 

sesuatu hal dapat di artikan dengan kafalah. 
6
 kafalah memiliki 

peran penting dalam hukum Islam untuk menganalisis tentang 

jaminan yang diberikan kepada perusahaan. 

Sedangkan apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian 

diantaranya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Namun apabila syarat tersebut tidak terpenihi (salah satu para 

pihak membuat kesepakatan di bawah tekanan atau paksaan), 

maka perjanian itu dapat dibatalkan. Demikian sesuai ketentuan 

pasal 1321 yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila 

sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau di perolehnya 

dengan paksaan atau penipuan.”
7
 Oleh karena hal tersebut telah di 

sepakati oleh kedua belah pihak telah memberikan persetujuan 

sehingga terjadi keterikatan mereka secara hukum. Dari semua 

pemaparan di atas inilah yang terjadi alasan penyusun tertarik 

meneliti lebih jauh tentang kontrak kerja dengan memberikan 

ijazah sebagai jaminan.   

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai penahanan ijazah sebagai jaminan 

                                                             
6
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta:Ahmad,2010), h. 435. 
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kerja menurut pandangan hukum Islam. Selanjutnya penulis ingin 

mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang berjudul: 

“Pandangan Hukum Islam Tentang Penahanan ijazah 

Sebagai Jaminan Kerja Outsourcing (Studi Kasus di PT. 

Matualplus Global Resources Cabang Serang)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya bahasan, maka perlu adanya fokus 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penahanan ijazah sebagai 

jaminan pekerjaan dalam sistem outsourcing 

2. Sistem kontrak kerja di PT. Matualplus Global Resources 

Cabang Serang 

3. Pandangan hukum Islam tentang penahanan ijazah sebagai 

jaminan pekerjaan 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian 

tersebut, maka perlu adanya rumusan masalah secara singkat 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem kontrak kerja di PT. Matualplus Global 

Resources Cabang Serang? 

2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penahanan ijazah 

sebagai jaminan pekerjaan dalam sistem outsourcing? 
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3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penahanan ijazah 

sebagai jaminan pekerjaan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana sistem 

kontrak kerja PT. Matualplus Global Resources 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor apakah yang 

menyebabkan terjadinya penahanan ijazah sebagai jaminan 

pekerjaan dalam sistem outsourcing 

3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang penahanan ijazah sebagai 

jaminan pekerjaan 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah 

dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

Adapun manfaat penelitian ini terdapat : 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan 

umumnya bagi perkembangan keilmuan yang berkaitan 

langsung dengan hukum Islam. 



 7 

b) Diharapkan bisa menjadi konstribusi positif dalam upaya 

menjawab kepastian hukum outsourcing dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

khususnya dalam hal perjanjian kerja dengan studi normatif 

melalui pandangan hukum Islam. 

c) Sebagia sumbangsih pemikiran khazanah intelektual 

terkhusus di jurusan muamalat terhadap kajian pertumbuhan 

atau ketenagakerjaan yang meliputi dalam hal perjanjian 

kerja.
8
 

2. Secara praktis,  

Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum 

Islam di masa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad 

terhadap fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat yang 

belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah, 

dan juga dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i 

khususnya jurusan Muamalat / Hukum Ekonomi Syariah dalam 

mempelajari tentang penahanan ijazah sebagai jaminan 

pekerjaan dalam sistem outsourcing. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Mengenai permasalahan tentang penahanan ijazah sebagai 

jaminan kerja di perusahaan-perusahaan sebenarnya sudah banyak 

yang meneliti dan membahas, baik dalam bentuk buku-buku 

maupun skripsi. Akan tetapi, setiap peneliti memiliki pembahasan 

                                                             
8
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yang berbeda-beda. Pembahasan mengenai penahanan ijazah 

sebagai jaminan kerja hanya bersifat umum saja. 

Adapun tulisan yang berbentuk skripsi yakni, yang ditulis 

oleh Elyanshia Ishatinaya Amalo dengan judul Tinjauan Hukum 

Terhadap Tenaga Kerja yang Diberhentikan Sebelum Masa 

Kontrak Berakhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2011. Pembahasan dalam 

skripsi ini membahas tentang perusahaan yang memberhentikan 

pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan dalam skripsi saya mengkaji 

lebih dalam mengenai penahanan ijazah sebagai jaminan kerja 

menurut pandangan hukum islam. 

Kemudian dalam skripsinya Ar Ruum Pricella Putri yang 

berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Hukum 

Perdata Tentang Penahan Ijazah Asli Pada Perusahaan Dikaitkan 

Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Tahun 2011. Dalam pembahasannya lebih fokus 

terhadap perlindungan hukum bagi karyawan dalam perspektif 

hukum perdata di Indonesia. Tetapi dalam skripsi saya 

perbedaanya yaitu lebih fokus membahas tentang penahanan ijazah 

sebagai jaminan kerja menurut pandangan hukum islam bukan 

perlindungan hukum bagi karyawan dalam perspektif hukum 

perdata di Indonesia. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Perjanjian kerja dalam bahasa belanda disebut 

Arbeidsoverenkoms, yang mempunyai beberapa pengertian. Pasal 

1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: 

“perjanian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si 

buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah untuk pihak 

yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah”. Kemudian Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 

memberikan pengertian sebagai berikut: “perjanjian kerja adalah 

suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi 

kerja yang membuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua 

belah pihak”.
9
 

Outsourcing merupakan suatu system ketenagakerjaan 

yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat merupakan 

salah satu bentuk perjanjian yang baru dalam pandangan hukum 

Islam. Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing diartikan 

sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau 

melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui 

perusahaan, melalui perusahaan penyedia atau pengerah tenaga 

kerja. Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus melatih atau 

mempersiapkan, menyediakan, memperkerjakan tenaga kerja 

untuk kepentingan perusahaan lain. Perusahaan ini lah yang 

                                                             
9
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mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan buruh atau 

pekerja yang dipekerjakan. 

Undang-Undang mengatur dan melegalkan outsourcing. 

Istilah yang dipakai adalah perjanjian permborongan pekerja atau 

penyedia jasa buruh atau pekerja. Dalam pasal 64 disebutkan 

prusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan 

pekerjaan atau penyedia jasa pekerjaan/buruh yang dibuat secara 

tertulis. 

Selain itu, perusahaan pemborong pekerjaan harus 

berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan. Jika persyaratan di atas tidak 

dipenuhi, demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh 

dengan prusahaan penerima pemborongan beralih menjadi 

hubungan kerja pekerja/buruh dengan prusahaan pemberi 

pekerjaan. 

Selain itu juga, berdasarkan Peraturan Mentri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi No. KEP-101/MEN/VI/2004 tentang tata cara 

Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Buruh/Pekerja di sebutkan 

bahwa apabila perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan 

dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib 

membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat: 

1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerjaan buruh 

dari perusahaan penyedia jasa. 
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2. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan 

sebagaimana maksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi 

adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja atau 

buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga 

perlindungan upah dan kesejahtraan, syarat-syarat kerja serta 

perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab 

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. 

3. Penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 

bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan 

yang terus-menerus ada di perusahaan pemberi kerja, dalam 

hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh.
10

 

Dalam wacana perburuhan di Indonesia,  outsourcing 

 menjadi objek pembicaraan yang sangat penting.Tidak hanya 

masalah payung hukum yang belum jelas, tetapi juga masalah hak 

dan kewajiban serta praktik di lapangan yang dirasa sangat 

diskriminatif. 

Istilah outsourcing bukanlah hal yang asing lagi dalam 

wacana ketenagakerjaan di Indonesia. Istilah ini menjadi populer 

di awal tahun 2003 ketika pemerintah mengeluarkan UU No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) 

terutama mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
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Walaupun secara lugas isitilah outsourcing tidak 

ditemukan di dalam undang-undang tersebut, tetapi pemahaman 

masyarakat terhadapnya semakin jelas. Outsourcing dianggap 

sebagai pokok masalah perburuhan di negera ini yang melahirkan 

berbagai ketidak adilan, kesewenag-wenangan dan diskriminasi. 

Hal ini dibuktikan dengan ramainya perlawanan kaum buruh yang 

menuntut adanya uji materi terhadap Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 

66 dari UU no 13 tahun 2003. 

Usaha pemerintah mencari formulasi yang lebih baik 

dalam tatanan relasi keindustran ini terus berlanjut. Hingga 

muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Nomor 19 tahun 2012 yang mengtur tentang syarat-syarat 

penyerahan sebagian pelaksaan pekerjaan kepada perusahaan lain.  

Keseragaman terlebih dahulu dalam 

memahami outsourcing demi menemukan kesesuaian antara fiqih 

dan realita di lapangan. Jika gambaran tentang outsourcing 

difahami dalam hubungan kerja yang melibatkan sebuah 

perusahaan yang telah menyewa/mengontrak seorang buruh lalu 

menyewakan/mengontrakkan kembali buruh itu kepada 

perusahaan lain. Atau dengan kata lain, manfaat tenaga kerja yang 

telah dimiliki tidak dimanfaatkan sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh 

orang lain dengan akad ijârah. 

Ijârah pada hakikatnya termasuk akad jual-

beli.Perbedaannya dengan jual-beli biasa ialah bahwa obyek akad 

(yang dibeli) dalam akad ijârah tidak berupa barang melainkan 
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berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang 

(manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa). `Iwâdl/imbalan 

atas manfaat itu disebut ujrah, yang menjual disebut mu’jir/ajîr, 

dan yang membeli disebut musta’jir. 

Dengan mencermati unsur-unsur ijârah tersebut, kita dapat 

memastikan bahwa akad kerjasama antara perusahaan dan buruh 

atau antara majikan dan karyawan merupakan bagian dari-pada 

ijârah. Majikan sebagai musta’jir dan karyawan/buruh 

sebagai ajîr.Akad kerjasama tersebut sah sepanjang memenuhi 

syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua 

belah pihak, upahnya jelas, jenis pekerjaan dan waktunya jelas, 

dan tidak ada unsur pemerasan (adamul istighlal). Dalam hal 

tersebut, tidak ada perbedaan antara buruh tetap dan buruh tidak 

tetap, yakni sama-sama sah dan boleh dilakukan sepanjang 

memenuhi syarat-syarat di atas.  

Sesuai dengan hadits : 

الَ مَا عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ 
لْغَنَمَ فَ قَالَ أَصْحَابهُُ وَأنَْتَ فَ قَالَ نَ عَمْ كُنْتُ إلا رَعَى ابَ عَثَ اللَّهُ نبَِيًّا

  أرَْعَاهَا عَلَى قَ راَريِطَ لَأهْلِ مَكَّةَ 
Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah 

tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai 

pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul 

menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah 

dengan upah beberapa qirath.
11
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 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.125-
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Berkaitan dengan msalah tersebut telah ada anjuran untuk 

menguatkan akad-akad demi terjadinya hak-hak dan tegaknya 

keadilan diantara manusia, oleh karena itu Islam juga 

memperhatikan agar akad-akad itu di kuatkan dengan tulisan yang 

dapat di pahami oleh kedua belah pihak hak-hak dan kewajiban 

terhadap perjanjian yang di lakukan sehingga perjanjian itu 

terjamin, terhindar dari kekhilafan bukan perselisihan.  

Dalam fiqih Islam memberikan jaminan dengan 

menyerahkan benda berarga yang dimilikinya atau menggunakan 

jasa pihak lain dapat di pergunakan masyarakat dalam melakukan 

berbagai aktifitas  hidupnya. 

Dhaman di perbolehkan dalam Al-Qur’an dan Hadits 

seperti halnya di jelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut : 

ى   عَ ا سَ لاَّ مَ انِ إِ سَ نْ لِْْ سَ لِ يْ نْ لَ  وَأَ

Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. 

An Najm :39)
12

 

 

Ayat di atas menjelaskan bawah siapa yang bekerja keras 

akan mendapat ganjaran masing-masing yang sewajarnya.  

 

H. Metode Penelitian 

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil 

yang dapat di pertanggung jawabkan maka penelitian ini perlu 
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 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: 2012), 527. 
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menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan (field research) artinya peneliti 

terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan, yaitu peneliti mendapatkan data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan langsung pada Penahanan ijazah Sebagai 

Jaminan Kerja Outsourcing  di PT. Matualplus Global Resources 

Cabang Serang 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memandang masalah dari 

sudut legal formal dan atau normatifnya
13

 atau juga bisa dikatakan 

sebagai pendekatan undang-undang (statute approach) yang 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
14

 

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh penulis 

tentang Penahanan ijazah Sebagai Jaminan Kerja Outsourcing  di 

PT. Matualplus Global Resources mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan ketentuan-

                                                             
13

 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta : Academia, 

2010), h. 190. 
14

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas 

Indonesia, 1984), h. 93. 
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ketentuan hukum Islam, seperti Al-Qur’an dan Hadits, serta buku-

buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian. 

3. Penentuan Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Matualplus Global 

Resources Cabang Serang. Dipilihnya lokasi ini didasarkan pada 

pertimbangan :  

a. Letaknya berdekatan dengan peneliti sehingga penelitian 

dapat dilakukan dengan efektif dan efesien. 

b. Menghemat biaya dan waktu penelitian. 

c. Terdapat masalah mengenai penahanan ijazah 

pengawai/pekerja. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
15

 Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah teknik 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan secara langsung dan tanpa perantara sebuah 

alat. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 

                                                             
15

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014) h. 153. 



 17 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara).
16

 Wawancara ini dilakukan 

kepadapemilik perusahaandan para pekerja perusahaan. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan 

data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-

arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil / hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan.   

5. Analisis Data 

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, 

memanipulasi, serta menyingkat data sehingga mudah untuk 

dibaca.
17

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dengan sifat deduktif, yaitu menganalisis dari 

norma umum atau mengumpulkan data-data yang bersifat umum 

untuk menilainya menjadi khusus. Dalam penelitian ini penyusun 

menggunakan teori akad dan norma-norma hukum Islam yang 

kemudian di jadikan alat untuk menilai pelaksanaan kontrak kerja. 

6. Teknik Penulisan 

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten Tahun 2016. 
                                                             

16
 Moh Nazir, Metode Penelitian, h. 170. 

17
 Moh Nazir, Metode Penelitian, h 315. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam 

skripsi ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-

masing bab terbagi menjadi sub-sub yang semuanya merupakan 

suatu pembahasan yang saling berkaitan. 

Bab pertama berupa pendahuluan, bab ini merupakan 

gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi 

keseluruhan isi yang meliputi : Latar belakang masalah, fokus 

penelitian, perumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang perjanjian kerja dalam 

hukum Islam sebagai teori yang digunakan untuk menganalisis 

permasalahan perjanjian kerja yang menjadi objek penelitian ini. 

Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai 

perjanjian kerja dengan menahan ijazah sebagai jaminan kerja yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini 

penyusun menjelaskan tentang gambaran umum plaksanaan 

perjanjian dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kebijakan tersebut. Bab ini juga menjelaskan tentang hak dan 

kewajiban pekerja dengan majikan dalam hal yang menyebabkan 

batalnya sebuah perjanjian serta konsekuensi yang di dapat oleh 

para pekerja apabila melakukan pengingkaran di dalam perjanjian 

yang telah disepakati. 
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Bab keempat berisi analisis permasalahan di dalam 

penyusunan skripsiyang mengangkat tentang Pandangan Hukum 

Islam Tentang Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja 

Outsorcing (Studi Kasus di PT. Matualplus Global Resources) 

Bab kelima berupa penutup, bab ini merupakan 

pembahasan akhir dari skripsi yang merupakan jawaban atas 

rumusan masalah yang meliputi kesimpulan dan saran. 


